
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Baitul Mal Wa Tamwil 

a. Definisi 

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul 

mal dan baitul tamwil. Baitul mal lebih mengarah pada usaha-usaha 

pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak 

dan shodaqoh. Sedangkan baitul tamwil lebih mengarah pada usaha 

pengumpulan dan penyaluran dana yang kegiatannya mengembangkan 

usaha-usaha produktif guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi 

pengusaha kecildan mikro, antara lain dengan cara mendorong kegiatan 

menabung danpembiayaan usaha ekonomi (Muhammad, 2005). BMT 

merupakan lembaga keuangan Islam yang sifatnya syari’ah yang selain 

menjalankan fungsi bisnis juga berperan sosial dalam masyarakat. 

Sedangkan menurut Imammuddin (dalam Ernawati,2012) yang 

dikutip oleh Abdullah Zaky Al-Kaaf dalam bukunya Ekonomi dalam 

Perspektif Islam, Baitul Maal dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: 

pertama, Baitul Maal Khas, adalah bank Negara yang khusus untuk 

kepentingan pemerintah dan berada di bawah kepala negara, baik untuk 

pemasukan atau pengeluaran. Kedua, Baitul Maal adalah bank negara 



yang melayani segala kebutuhan rakyat, baik muslim atau dzimmi. Dan 

ketiga, Baitul Maal Al Muslimin adalah bank-bank yang didirikan oleh 

rakyat  muslimin (bukan negara), untuk memenuhi segala bank 

pemerintah dan bank swasta lainnya. BMT merupakan lembaga 

keuangan yang lebih mengembangkan usahanya di bidang simpan 

pinjam. Seperti lembaga keuangan lainnya, BMT menghimpun dana 

dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk yang 

halal. 

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan 

yang berbadan hukum yang bentuknya koperasi. Sehingga di dalam 

pelaksanaanya BMT harus mengikuti aturan atau prosedur yang sesuai 

dengan ketentuan  perkoperasian. Sesuai dengan penjelasan dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang 

didalamnya disebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai 

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (Ernawati, 2012). BMT 

didirikan dan dikelola bukan  oleh pemerintah melainkan  kelompok 

swadaya masyarakat, sesuai keputusan Depdagri: 

“BMT adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang 

bertujuan mengembangkan usaha-usaha yang produktif dan investasi 

untuk meningkatkan kualitas sekaligus menumbuh kembangkan 

ekonomi usaha kecil dan kecil ke bawah dalam rangka mengentaskan 

kemiskinan. Sebagai KSM, BMT telah dirancang secara nasional untuk 



mendukung usaha kecil di seluruh Indonesia oleh Presiden RI pada 

tanggal 7 Desember 1945” (Azizuddin, 2014). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa BMT  sangat berperan penting dalam meningkatkan 

dan membantu perkembangan ekonomi rakyat serta mewujudkan 

kehidupan masyarakat yang sejahtera. Hal ini kemudian menarik untuk 

menyelidiki gerakan BMT sebagai salah satu fenomena unik, yang 

mungkin berkontribusi terhadap nasional ekonomi, terutama dalam 

upaya untuk memulihkan dari krisis (Adnan, 2003). 

b. Tujuan BMT 

Tujuan BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ataupun 

produktifitas ekonomi untuk kesejahteraan anggota masyarakat dan 

umum (Azizuddin,2014). Dari pengertian tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa BMT berupaya menyejahterakan masyarakat dan 

mewujudkan kehidupan yang berkeluarga. Kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan BMT dalam memberikan pelayanan dan memberdayakan 

ekonomi umat yaitu: 

1) Menggeser peranan rentenir. 

2) Menyelamatkan tabungan umat Islam dari unsur riba. 

3) Pelaksanaan kegiatan yang berbasis syari’ah. 

4) Menyediakan jasa pembiayaan untuk mengembangkan usaha 

masyarakat. 

5) Membantu pengusaha kecil yang kekurangan modal. 



BMT harus memberikan pembiayaan kepada masyarakat atau 

pengusaha kecil yang sedang kesulitan dalam permodalan. Dengan 

adanya pembiayaan diharapkan masyarakat mampu meningkatkan 

ekonomi dan mengembangkan usaha. 

c. Ciri-ciri BMT 

Sebagai lembaga keuangan yang berprinsip syariah, BMT berbeda 

dengan lembaga keuangan yang lainnya. Secara umum BMT 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1) BMT berusaha mengumpulkan dana dan kemudian disalurkan pada 

anggota untuk modal usaha produktif. 

2) BMT merupakan lembaga ekonomi yang dapat dijangkau oleh 

masyarakat kecil bawah. 

3) Merupakan gabungan dari kegiatan baitul tamwil dan baitul maal. 

4) Dijalankan dengan prinsip ekonomi Islam. 

5) Pembagian keuntungannya di lakukan dengan sistem bagi hasil. 

d. Prinsip BMT 

Prinsip merupakan sebuah aturan dasar yang keberadaanya 

menjadi kontrol dalam sebuah aktifitas. Prinsip menjadi pengendali 

utama dalam kehidupan berorganisasi maupun perseorangan. Prinsip 

dasar yang ada pada BMT harus dilihat dari pengertian BMT itu sendiri. 

Prinsip yang diterapkan di dalam BMT harusnya  bersifat Mu’amalah 

sesuai yang diatur di dalam Islam. 



 Menurut Ridwan (2004) dalam melaksanakan usahanya BMT, 

berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut: 

1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan 

mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syari’ah dan 

mu’amalah Islam ke dalam kehidupan nyata. 

2) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan 

mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan 

berakhlaq mulia. 

3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas 

kepentingan pribadi. 

4) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar 

semua elemen BMT. 

5) Kemandirian, yakni mandiri diatas semua golongan politik. 

6) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (‘amalussholih/ 

ahsanu amala), yaitu dilandasi dengan dasar keimanan. 

7) Istiqomah; konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa 

henti dan tanpa pernah putus asa. 

e. Fungsi BMT 

 Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT memainkan peran dan 

fungsinya dalam beberapa hal (Muhammad, 2005): 



1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan 

mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota 

mu’ammalat dan daerah kerjanya. 

2) Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih professional dan 

Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi 

persaingan global. 

3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan anggota. 

4) Menjadi perantara keuangan antar agniyah sebagai shohibul maal 

dengan dhu’afa sebagai mudhorib, terutama untuk dana sosial. 

2. Laporan Keuangan 

a. Definisi 

Lembaga keuangan syari’ah sebagai lembaga intermediary 

keuangan diharapkan dapat menampilkan dirinya secara baik di 

bandingkan dengan lembaga keuangan dengan sistem yang lain (bank 

dengan basis bunga). Gambaran tentang baik buruknya suatu lembaga 

keuangan syari’ah dapat dikenali melalui kinerjanya yang tergambar 

dalam laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan pada sektor 

perbankan syari’ah adalah untuk menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan 

aktivitas operasi bank yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.  



Seiring dengan tuntutan akan kebutuhan akuntansi untuk entitas 

syari’ah maka Komite Akuntansi Syari’ah Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan (KAS DSAK) menerbitkan enam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) bagi seluruh lembaga keuangan syar’ah 

(LKS) yang disahkan pada tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai 

tanggal 1 Januari 2008 atau pembukuan tahun yang berakhir tahun 

2008. Penyajian laporan keuangan syari’ah diatur dalam PSAK 101. 

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan 

pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose 

financial statements) untuk entitas syari’ah, yang selanjutnya disebut 

“laporan keuangan”. Tujuannya agar dapat dibandingkan baik dengan 

entitas syari’ah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan 

entitas syari’ah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam PSAK 

terkait. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan dalam penyajian 

laporan keuangan entitas syari’ah untuk tujuan umum yang disusun dan 

disajikan sesuai dengan PSAK. Entitas syari’ah yang dimaksud di 

PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syari’ah sebagai 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah yang dinyatakan 

dalam anggaran dasarnya. 

Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan 

keuangan sesuai permintaan khusus seperti pemerintah, lembaga 



pengawas independen , bank sentral dan sebagainya. Komponen laporan 

keuangan entitas syari’ah yang lengkap terdiri dari: neraca, laporan laba 

rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dana 

penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana 

kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Lembaga keuangan harus 

menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan 

karakteristik utama entitas tersebut jika substansi informasinya belum 

tercakup dalam komponen laporan keuangan diatas. 

Pada bagian Asumsi Dasar, selain diatur asumsi “dasar akrual” 

dan “kelangsungan usaha (going concern)”, juga diatur bahwa 

penentuan bagi hasil harus didasarkan pada dasar kas. Pendapatan atau 

hasil yang dimaksud ditentukan dari laba bruto (gross profit). Sementara 

itu, bagian unsur-unsur laporan keuangan mengatur antara lain hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Komponen laporan keuangan entitas syari’ah meliputi komponen 

laporan  keuangan yang mencerminkan antara lain kegiatan 

komersial, kegiatan sosial, serta kegiatan dan tanggung jawab 

khusus entitas syari’ah. 

2) Untuk neraca entitas syari’ah terdiri dari aset, kewajiban, dana 

syirkah temporer dan ekuitas: 

 

 



a) Aset 

Sumber daya yang dikuasai oleh entitas syari’ah sebagai akibat 

dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa 

depan diharapkan akan diperoleh entitas syari’ah. 

b) Kewajiban 

Merupakan utang entitas syari’ah syari’ah masa kini yang timbul 

dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya di harapakan 

mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang 

mengandung manfaat ekonomi. 

c) Dana Syirkah Temporer 

Dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu 

tertentu dari individu dan pihak lainnya dan dimana entitas 

syari’ah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan 

dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan 

kesepakatan. 

d) Ekuitas 

Hak residual atas asset entitas syari’ah setelah dikurangi semua 

kewajiban dan dana syrkah temporer. 

3) Unsur kinerja terdiri dari penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga 

atas bagi hasil. Hak ketiga atas bagi hasil bukan unsur beban 

walaupun secara perhitungan dikurangkan dalam laba entitas. 

b. Tujuan Kerangka Dasar 



Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan 

dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini 

berlaku untuk semua jenis transaksi syari’ah yang dilaporkan oleh 

entitas syari’ah maupun entitas konvensional baik sektor public maupun 

sektor swasta. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan 

sebagai acuan bagi (Nurhayati dan Wasilah, 2013): 

1. Penyusunan standar akuntansi keuangan syari’ah, dalam 

pelaksanaan tugasnya. 

2. Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah 

akunansi syari’ah yang belum diatur dalam standar akuntansi 

keuangan syari’ah. 

3. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan 

keuangan disusun dengan prinsip akuntansi syari’ah yang berlaku 

umum. 

4. Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan 

standar akuntansi keuangan syari’ah. 

a. Pemakai dan Kebutuhan Informasi 

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013) Pemakai laporan keuangan 

antara lain : 

1. Investor sekarang dan investor potensial 



Hal ini karena mereka arus memutuskan apakah akan membeli, 

menahan atau menjual investasi atau penerimaan dividen. 

2. Pemilik dana qardh 

Untuk mengetahui apakah dana qardh dapat dibayar pada saat jatuh 

tempo. 

3. Pemilik dana syirkah temporer 

Untuk pengambilan keputusan pada investasi yang memberikan 

tingkat pengembalian yang bersaing dan aman. 

4. Pemilik dana titipan 

Untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil setiap saat. 

5. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf 

Untuk sumber dan penyaluran dana tersebut. 

6. Pengawas syari’ah 

Untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga syari’ah terhadap 

prinsip syari’ah. 

7. Karyawan 

Untuk memperoleh informasi tentang stabilitas dan profitabilitas 

entitas syari’ah. 

8. Pemasok dan mitra usaha lainnya 

Untuk memperoleh informasi tentang kemampuan entitas membayar 

utang pada saat jatuh tempo. 

 



 

9. Pelanggan 

Untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup entitas 

syari’ah. 

10. Pemerintah serta lembaga-lembaganya 

Untuk memperoleh informasi tentang aktivitas entitas syari’ah, 

perpajakan serta kepentingan nasional lainnya. 

11. Masyarakat 

Untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap 

masyarakat. 

b. Asas Transaksi Syari’ah 

Transaksi syari’ah berasaskan pada prinsip ( Nurhayati dan Wasilah, 

2013): 

1. Persaudaraan (ukhuwah), yang berarti bahwa transaksi syari’ah 

menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, 

sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan diatas 

kerugian orang lain. Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling kenal 

(ta’aruf), saling memahami (tafahum), saling menolong (ta’awun), 

saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan saling beraliansi 

(tahaluf). 

2. Keadilan (‘adalah), yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya 

pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya. Realisasi ini dalam 



bingkai aturan muamalah adalah melarang adanya unsur: 

riba/bunga, kezaliman, judi atau bersikap spekulatif dan tidak 

berhubungan dengan produktivitas (maysir), unsur ketidak jelasan, 

manipulasi dan eksploitasi informasi, Haram/ segala unsur yang 

dilarang tegas dalam Al-Quran dan As-Sunah. 

3. Kemaslahatan (maslahah), yaitu segala bentuk kebaikan dan 

manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan 

spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus 

memenuhi dua unsur yaitu: halal (patuh terhadap ketentuan 

syari’ah) dan thayib (membawa kebaikan dan bermanfaat). 

4. Keseimbangan (tawazun), yaitu keseimbangan antara aspek 

material dan spiritual, antara aspek privat dan public, antara sektor 

keuangan dan sektor riil, antara bisnis dan sosial serta aspek 

pemanfaatan serta pelestarian. 

5. Universalisme (syumuliyah), dimana esensinya dapat dilakukan 

oleh, dengan dan bentuk semua pihak yang berkepentingan tanpa 

membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan 

semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin). 

c. Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan 

informasi, menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan suatu entitas syari’ah yang bermanfaat bagi sejumlah besar 



pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Beberapa tujuan 

lainnya adalah (Nurhayati dan Wasilah): 

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syari’ah dalam semua 

transaksi dan kegiatan usaha. 

2. Informasi kepatuhan entitas syari’ah terhadap prinsip syari’ah, serta 

informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai 

dengan prinsip syari’ah bila ada dan bagaimana perolehan dan 

penggunaannya. 

3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung 

jawab entitas syari’ah terhadap amanah dalam mengamankan dana, 

menginvestasikannya pada tingkat keuntungan  yang layak. 

4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh 

penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi 

mengenai kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syari’ah 

termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq, sedekah dan 

waqaf. 

 Laporan keuangan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bersama 

sebagai pengguna laporan keuangan, serta dapat digunakan sebagai 

bentuk laporan dan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya 

yang dipercayakan kepadanya. 

d. Bentuk Laporan Keuangan 



 Laporan keuangan entitas syari’ah terdiri dari (Nurhayati dan 

Wasilah): 

1. Posisi keuangan entitas syari’ah, disajikan sebagai neraca. Laporan 

ini menyajikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan, 

struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan 

beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Laporan ini berguna 

untuk memprediksi kemampuan perusahaan dimasa yang akan 

datang. 

2. Informasi kinerja entitas syari’ah, disajikan dalam laporan laba rugi. 

Laporan ini diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber 

daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. 

3. Informasi perubahan posisi keuangan entitas syari’ah, yang dapat 

disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya 

keuangan, modal kerja, asset liquid atau kas. Kerangka ini tidak 

mendefinisikan dana secara spesifik. Akan tetapi, melalui laporan 

ini dapat diketahui aktivitas investasi, pendanaan dan operasi 

selama periode pelaporan. 

4. Informasi lain, seperti Laporan Penjelasan tentang Pemenuhan 

Fungsi Sosial Entitas Syari’ah. Merupakan informasi yang tidak 

diatur secara khusus tetapi relevan bagi pengambilan keputusan 

sebagian besar pengguna laporan keuangan. 



5. Catatan dan skedul tambahan, merupakan penampung dari 

informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang 

risiko dan ketidakpastian yang memengaruhi entitas. Informasi 

tentang segmen industri dan geografi serta pengaruh perubahan 

harga terhadap entitas juga dapat disajikan. 

e. Asumsi Dasar  

1) Dasar Akrual 

 Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, maksudnya 

bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat 

kejadian (bukan pada saat kas diterima atau dibayar) dan 

diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam 

laporkan keuangan pada periode yang bersangkutan. 

 Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan 

informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang 

melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban 

membayar kas di masa depan serta sumber daya yang 

mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. 

2) Kelangsungan Usaha 

 Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi 

kelangsungan usaha entitas syari’ah yang akan melanjutkan 

usahanya dimasa depan. Oleh karena itu, entitas syari’ah di 

asumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau 



mengurangi material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan 

tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan 

dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan. 

f. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Karakteristik kualitatif merupakan cirri khas yang membuat 

informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi pemakai. 

Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu (Nurhayati dan 

Wasilah, 2013): 

a. Dapat dipahami 

 Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan 

keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh 

pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki 

pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, 

akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan 

ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang 

seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat 

dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi 

tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. 

b. Relevan 

 Agar bermanfaat, Informasi harus relevan untuk memenuhi 

kebutuhan pemakai dalam proses pengambil keputusan. Informasi 

memiliki kualitas relevan kalau dapat memengaruhi keputusan 



ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi 

peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, serta menegaskan 

atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Relevan berarti 

juga harus berguna untuk peramalan (predictive), nilai timbal balik 

(Feedback Value), dan tepat waktu (Timeliness) atas transaksi yang 

berkaitan satu sama lain: 

a) Predictive Value 

Kegunaan input untuk melakukan prediksi seperti arus kas atau 

earning power. 

b) Feedback Value 

Menekankan pada konfimasi dan koreksi ekspektasi awal dari 

para pengambil keputusan. Untuk menaksir dimana posisi 

perusahaan saat ini dan bagaimana manajemen menjalankan 

fungsinya. Jika dilihat lebih luas, maka feedback value ini juga 

berhubungan dengan akuntabilitas. Informasi yang disediakan 

oleh kualitas ini juga mempengaruhi predictive value. 

c) Timeliness 

Merupakan hambatan bagi kedua aspek diatas. Sebuah informasi 

akan relevan bila disajikan tepat waktu sebelum informasi 

tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi 

pengambilan keputusan. Sering terjadi trade- off antara 

timeliness dengan komponen lain relevansi. Terdapat 



kemungkinan terjadi konflik antara predictive value dan 

feedback value. Misalnya dalam kasus akuntansi manfaat dana 

pensiun. 

 

c. Keandalan 

Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan 

pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful 

representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara 

wajar diharapkan dapat disajikan. 

Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau 

penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi 

tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika 

keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan 

hokum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi entitas 

syari’ah untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam 

neraca, meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah 

serta keadaan dari suatu tuntutan tersebut. Keandalan tersusun dari 

tiga bagian yaitu: 

1) Verifiability 

Tingkat consensus diantara para pengukur (measurer). 

2) Representational faithfulness 



Pengukuran harus sesuai dengan fenomena yang akan diukur. 

3) Neutrality 

Keyakinan bahwa proses penetapan kebijakan harus lebih 

ditekankan pada relevansi dan reliabilitas daripada dampak 

sebuah standar atau peraturan pada kelompok pengguna secara 

spesifik atau kepentingan perusahaan itu sendiri. 

d. Dapat Dibandingkan 

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas 

syari’ah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan 

(trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat 

membandingkan laporan keuangan antar entitas syari’ah untuk 

mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pembandingan berupa 

pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan 

peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk 

entitas syari’ah tersebut, antar periode entitas syari’ah sama untuk 

entitas syariah yang berbeda, maupun dengan entitas lain. 

Agar dapat dibandingkan, informasi tentang kebijakan 

akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan 

perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut juga harus 

diungkapkan termasuk ketaatan atas standar akuntansi yang 

berlaku. Bila pemakai ingin membandingkan posisi keuangan, 



kinerja serta perubahan posisi keuangan antar periode, maka entitas 

syari’ah perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam 

laporan keuangan. 

 

g. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal 

Kendala informasi yang relevan dan andal terdapat dalam hal 

sebagai berikut (Nurhayati dan Wasilah, 2013): 

a) Tepat Waktu 

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam 

pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan 

relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat 

relative antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. 

b) Keseimbangan Antara Biaya Dan Manfaat 

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan 

suatu kendala yang dapat terjadi (pervasive) dari suatu karakteristik 

kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi 

biaya penyusunannya. Namun demikian, secara substansi, evaluasi 

biaya dan manfaat merupakan suatu proses pertimbangan 

(judgement process). Biaya tidak harus dipikul oleh merekayang 

menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai 

lain disamping oleh mereka yang menjadi tujuan (target)  

penyampaian informasi. 



3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 

PSAK No. 27 merupakan pernyataan standar akuntansi yang memuat 

mengenai koperasi. Sebenarnya dalam penyusunan akuntansi koperasi tidak 

berbeda jauh dengan penyusunan akuntansi umum. Beberapa perbedaan 

mendasar diatur dalam PSAK No. 27. Perbedaan perlakuan akuntansi itu 

berlaku untuk aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Adapun 

laporan keuangan koperasi terdiri dari: 

1. Neraca 

2. Perhitungan Hasil  Usaha 

3. Laporan Arus Kas 

4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 

  Laporan keuangan syari’ah yang lengkap terdiri atas (Nurhayati dan 

Wasilah, 2013): 

1. Neraca 

2. Laporan laba rugi 

3. Laporan arus kas 

4. Laporan perubahan ekuitas 

5. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat  

6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 

7. Catatan atas laporan keuangan 



PSAK ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan 

sesuai dengan permintaan khusus seperti pemerintah, lembaga pengawas, 

independen, bank sentral dan sebagainya. Laporan keuangan menyajikan 

informasi entitas syari’ah yang meliputi: aset, kewajiban, dana syirkah 

temporer, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, 

arus kas, dana zakat, dana kebajikan. 

B. Penelitian Terdahulu 

No. JUDUL PENELITIAN 
NAMA DAN TAHUN 

PENELITI 
HASIL 

1. Analisis Penyajian Laporan 

Keuangan BMT Surya 

Amanah 

Muftiyas Afifah 

2008 

Meskipun BMT 

berbadan hukum 

koperasi tetapi 

karena dalam 

operasionalnya 

menjalankan 

bisnis keuangan 

syari’ah, maka 

untuk pencatatan 

dan penyajian 

akuntansinya 

menggunakan 

PSAK No. 59.   

2. Analisis Laporan Keuangan 

BMT Amanah Ummah 

Ahmad Rifai 

2016 

Akuntansi 

Keuangan BMT 

Amanah Ummah 

berdasarkan 

pengakuan dan 

pengukuran, 

penyajian serta 

pengungkapan 

transaksi 

pelaksanaan 

akuntansi 

keuangan dari 

berbagai produk-



produk 

pembiayaan BMT 

Amanah Ummah 

yang didalamnya 

meliputi akad-

akad tertentu 

dalam 

pelaporannya 

sudah sesuai 

dengan PSAK 

No. 59. 

3. Analisis Penerapan Akuntansi 

Pada Koperasi BMT Islamic 

Center Di Siak Sri Indrapura 

Yeni Aprilia 

2011 

BMT Islamic 

Center Siak 

dalam 

menerapkan 

akuntansi 

koperasi belum 

sesuai dengan 

prinsip-prinsip 

akuntansi syari’ah 

berterima umum 

 

 




